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A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera pada Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Negara memperlakukan warga negaranya bersama kedudukannya didepan
hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum
yang berlaku. Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah
hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada
kecendrunganya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai
hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement)
dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila
dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka
yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan
keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas,
kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak
hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-
undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana
undang-undang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam

menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan



Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung
jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.
Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang
mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat
militaristis, seperti di indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi
dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia
mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.
Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,
POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain
menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga
terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi
bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan
olen POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata
yang relatif lebih lengkap.Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai
tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang
menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat
terhadap tugas kepolisiaan Negara Republik Indonesia yang makin meningkat
dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.secara universal tugas
polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum.
Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang
dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas

yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah



tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga
dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas,
kompleks dan rumit. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan
dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan
keamanan masyarakat. Penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menjaga
marwah lembaga hukum harus mampu bekerja secara profesional. Dalam
hukum acara pidana, polisi dan kejaksaan memiliki peranan penting terhadap
proses penyelesaian perkara pidana.

Berpijak dari tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri
melekat fungsi penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar
dengan pengertian opsporing (Belanda) dan insvestigation (Inggris) atau
penyiasatan atau siasat (Malaysia). Opsporing berarti pemeriksaan permulaan
oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukkan oleh undang-undang segera
setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan,
bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.

Pada Undang-Undang Momor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10, menyebutkan bahwa “Penyidik
adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 1
angka 13, meenerangkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.



Adapun pada Pasa 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mengingat sangat strategisnya tahap penyidikan dalam proses
peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Manajemen penyidikan
tindak pidana menjadi sangat penting karena sumber daya yang terbatas,
seperti personel, waktu, materi, dan dana harus dimobilisasikan secara
terencana, terorganisir dan terkendali sehingga penyidikan yang efektif dan
efisien terwujud.

Dalam buku Satjipto Rahardjo yang berjudul ‘“Penegakan Hukum
Suatu Tinjauan Sosiologis”, bahwa apabila suatu masyarakat yang secara
murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat
dipenuhi atau dicapai. Sebab pengaturan secara murni yang dimaksud ialah
seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas,
tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau
implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkinnya dengan
suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan,
kelonggaran, atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya. Dari
uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa diskresi menggambarkan ketertiban,

sekalipun diskresi tidak dapat dihindari sama sekali, namun diskresi dapat



dibatasi. Pemberian diskresi kepada penyidik pada hakekatnya bertentangan
dengan prinsip negara yang didasarkan atas hukum.*

Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap hal-hal yang akan
terjadi. Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali
dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan bisa
dicapai. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari
sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri, maka menurut Skolnick di dalam
bukunya Satjipto Rahardjo tersebut, adalah keliru apabila diskresi disamakan
begitu saja dengan kesewenangwenangan atau berbuat sekehendak hati
penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya terhadap kasus-kasus
kejahatan yang terjadi.” Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak
penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan
penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dimana tersangka
melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya menyebabkan
orang lain luka-luka. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang
pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari
hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk
mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Sedangkan di sisi lain
tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya
penyidik, yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka
penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjt dan menyusun ke dalam

skripsi dengan judul : “Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan

! Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing.
Yogyakarta, him. 74.
? Ibid, him. 131.



Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002” (Studi

Kasus Undang-Undang Kepolisian).

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka
permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :
1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana ?
2. Bagaimanakah Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak
Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ?
3. Bagaimanakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi
Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas,
maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak
Pidana;
2. Untuk mengetahui Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan
Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; dan
3. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi
Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002.



D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkanmemberikan

mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.

a.

Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah
didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi
di masyarakat.

Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih
lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Implementasi
Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

Untuk mengembangkan teori-teori tentang Implementasi Diskresi Polri
Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

2. Manfaat Praktis.

a.

Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari
penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang Implementasi
Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, serta untuk
mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak pidana.

Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat
Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam

Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun
2012.

c. Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih
serius dalam Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak
Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor
14 Tahun 2012.. Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah

pencegahan tindak pidana.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka
dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Implementasi, Tinjauan
umum tenatng Diskresi Polri, Tinjauan tentang Penyidikkan,serta

Tinjauan tentang Tindak Pidana.

BAB Il  METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi
penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode

analisa.



BAB IV

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya Tindak Pidana, Implementasi Diskresi Polri Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012; dan Kendala-kendala yang

dihadapi dalam dalam Penyidikan Tindak Pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam kesimpulan berisi tentang hasil penelitian dan wawancara
dengan responden mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya Tindak Pidana, Implementasi Diskresi Polri Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Implementasi Diskresi Polri
Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012; dan Kendala-kendala
yang dihadapi dalam dalam Penyidikan Tindak Pidana.

Saran

Sedangkan di dalam saran bersisi mengenai masukan dari penulis
terhadap pencegahan tindak pidana, serta Implementasi Diskresi Polri
Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



